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Sekali Lagi, Memahami Demokrasi

Zulkarnain

PENDAHULUAN

Perdebatan atas terminologi demokrasi, baik dalam hal konsepsi
maupun penggunaannya selalu sgja menghiasi khazanah literatur yang
dihadapkan kepada kita tatkala bertemu dengan berbagai tajuk tentang
demokrasi itu sendiri. Demokrasi cenderung diartikan dalam konteks yang
berbeda-beda dan ditafsirkan secara bervarias dari masa ke masa. Dalam
bukunya, Democracy: A Comparative Approach, Lane dan Ersson (2003:24)
mengakuinya dengan menegaskan bahwa "the meaning of democracy and
its usage has varied over time," Adanya pandangan yang berbeda-beda
dan bervarias atas terminologi demokrasi ini tentu sagja tidak bermaksud
untuk memposisikan demokrasi tersebut dalam sudut pandang ilmiah
yang skeptik. Justru sebaliknya, dalam konteks ini perbedaan pandangan
atas demokrasi patut diberikan apresiasi positif, karena dengan demikian
aspek dinamis ternyata menjadi lebih melekat pada konsep demokrasi itu
dibandingkan dengan aspek statis, sehingga unsur changesand continuity
yang merupakan satu dari sekian banyak prasyarat ilmiah dari sebuah ilmu
pengetahuan secara nyata dimiliki oleh term demokrasi.

Pun demikian, disadari bahwa aspek ini sgjatentu tidak cukup untuk
membahas demokrasi secara komprehensif. Dalarn konteks ini saya
cenderung bersepakat dengan Sartori (1987:1),yang mengatakan bahwa:"the

1 Secara ringkas, Lane dan Ersson menjelaskan dalam bukunya bahwa terdapat
pandangan-pandangan yang berbeda-beda tentang demokrasi, baik dari sisi konsep
maupun  penggunaannya. Penjelasan ini dikemukakan berdasarkan hasil studi
perbandingan yang dilakukannya terhadap beberapa tulisan yang menyangkut demokrasi.
Oi dalam bukunya ini Lane dan Ersson mengambil dan menghadirkan sebagian kecil
saja contoh dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli yang dinilainya kompeten.
Beberapa buku yang diteliti berdasarkan studi perbandingan itu adalah Jack Lively
(1975), Democracy, Oxford: Blackwell; Jean Baechler (1995), Democracy; An Analytical
Survey, Paris: UNESCO; Frank Cunningham (2002), Theories of Democracy; A Critical
Introduction,  London: Routledge. Oari perbandingan yang dilakukannya atas tiga buku
ini, Lane dan Ersson menyimpulkan bahwa sesungguhnya pengertian demokrasi itu
ternyata bervariasi dari masa ke masa.
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concept of democracy is both diffuse and multifaceted, most parttctpants

discussing democracy have attempted to contribute with their own version of
what a concept of democracy may stand for." Demikianlah bahwa pengetahuan
yang rerdapat di sekitar konsep demokrasi itu adalah bersifat luas, menyebar,
dan rnerniliki wajah beragam, sehingga versinya cukup banyak. Keragaman
ini menjadi nyata tatkala demokrasi tersebut diarnati pada ruang empiris.
Lihat misalnya pada kasus Singapura, negara itu tergolong berpenghidupan
yang layak secara ekonomi, tetapi oleh banyak ahli negara itu justru tidak
demokratis dalam hal sistem pemerintahannya.  "Singapore is sometimes
classified as an illiberal democracy” (Bell and Jayasuria 1995:10). Sebutan
yang sarna juga berlaku pada Kuwait dan Saudi Arabia. Sementara itu,
India dan Afrika Selatan memiliki persepsi yang terbalik dengan negara-
negara di atas, India dan Afrika Selatan digolongkan pada negara yang
memiliki tingkat demokrasi yang ringgi, sernentara kehidupan rakyatnya
tergolong miskin. Khusus untuk kasus India, patut kiranya meminjam

pandangan Lijpharr (1996:258), yang menyebutkan bahwa "the combination

of traditional British institutions with federalism and consociational devices has
probably been conducive for democratic stability in India."

Sebaran pengertian, keragaman wajah, dan keragaman vers atau bahkan
dalam penilaian yang lebih memvonis "ketidakpastian” yang dimiliki oleh
konsep demokrasi ini tentu sgjatidak secara otornatis membuat kita harus
meminggirkannya, melainkan sebaliknya, yaitu berusaha mengenal lebih
jauh. Namun dernikian, untuk mengenali dan mengupas tuntas tentang
konsep demokrasi bukanlah pekerjaan semalam dua malam. Oleh karena
itu, tulisan ini akan lebih fokus pada pemaparan sederhana menyangkut
bagaimanakah sesungguhnya konstruk sains dari terminologi demokras
rersebut? Let us start with the classical problem of defining ‘democracy’.

DEFINISI, PERGULATAN PEMIKIRAN, DAN
PEMETAAN PANDANGAN ATAS KONSEP DEMOKRASI

Secara literatur, democracy berasal dari bahasa Yunani yang terdiri
dari dua kata, yakni demos dan cratein, Artinya adalah pemerintahan
oleh rakyat (rule by the people). Berdasarkan definisi ini, maka terdapat
dua kata kunci dalam konsep demokrasi, yaitu rule (pemerintahan) dan
people (rakyat). Bersamaan dengan itu, pernaharnan atas rule dan people
sesungguhnya adalah dasar pendekatan yang dinilai paling ideal ketika
melakukan inrerpretasi atas konsep demokrasi. Demokrasi yang dipahami
dari sudut pandang rule, dapat diidentifikas ke dalam dua konsep dasar
pengertian. Pertama, dalam arti sempit; demokrasi adalah sebagai sebuah
sistern pemerintahan (democracy as a system of government). Kedua, dalam
arti luas; demokrasi adalah sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah sistem
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pemerintahan  (democracyis something morethan just a systemof government).
Penggolongan  yang demikian ini bukan tanpa dasar. Lane dan Ersson
(2003:25) saar melakukan penelitian tentang demokrasi melalui pendekatan
perbandingan,  secara tegas mengungkapkan  bahwa:

"... when considering democracy as rule, one may identify two basic
conceptions; one narrow, focussing on democracy as a system of
government, and a broad conception suggesting that democracy is
something more than just a system of government.”

Dalam akar sgarah Yunani klasik, demokrasi itu dipahami  sebagai
sebuah sistern pemerintahan. Ketika Aristoteles menulis The Politics, di
daamnya tertera makna demokrasi. la menyebutkan terdapat dua kriteria
yang digunakan sebagal karakteristik  demokrasi, yaitu adanya sgumlah
orang-orang yang menjadankan  pemerintahan dan adanya pembatasan
kekuasaan terhadap orang-orang yang menjalankan  pemerintahan. Bagi
Aristotles, sebagaimana daam The Politics terse but, "democracy was not
the kind of system he preferred, but for him it was basically a system of
government” (Lane and Ersson 2003:25-26). Keragaman interpretasi atas
konsep demokrass mulai muncul terutarna saat revolus Perancis terjadi.
Pengdaman dari Revolus Perancis (1789) relah membuat pemahaman atas
konsep demokrasi itu berubah. Esensi perubahan itu terletak pada ikut
sertanya dimensi-dimensi  non-polirik dalam memahami gagasan demokrasi.
Inrinya,  keterkaitan dimenss ekonomi dan runtuta n atas persamaan
hak-hak  masyarakat mencuat ke permukaan mengiringi  pemahaman atas
konsep demokrasi. Semenjak periode ini, pemahaman  aas konsep
demokras cenderung mengalami  perluasan makna yang pada dasarnya
adalah meyakini demokrasi sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar sistem
pemerintahan. Laski (1931:77) membenarkan hal ini dengan menegaskan
bahwa "at the time of the French Revolution one may say that economic
equality became 'a permanent part of the democratic creed”. Munculnya
aspek persamaan hak-hak  ekonomi dalam pemaknaan demokrasi-
bahkan Laski mempertegasnya dengan menyatakan kalau aspek ini sudah
merupakan  bagian permanen dari keyakinan  demokrasi-menandakan
bahwa demokrasi itu sendiri tidaklah idenrik dengan sistem pemerintahan
sernata.  Pendeknya, pengdaman Revolusi Perancis telah menjadi semacam
acuan faktua yang cenderung melegalisas munculnya pendapat-pendapat
baru mengenal demokrasi. Pengakuan lain dapar dilihat dari pendapat
Naess, er. a. (1956:130), yang menyatakan bahwa sgjak pertengahan abad
ke-19, "democracy 'first of all implied social equality”. Demikianlah  bahwa
konsepsi demokrasi sesungguhnya segjak lama relah ditafsirkan dalam  arti
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yang berbeda dengan makna adlinya sebagaimana dalam perspekrif Athena
klasik.

Sdlah saru pemikir yang kerap dijadikan  sebaga basis terhadap
munculnya  tafsir baru konsep demokrasi ini dipelopori oleh Alexis de
Tocqueville. Hal ini bermula dari pertanyaannya tentang how a democracy
operates in real life?2 Kemudian jawaban atas pertanyaan ini dianggap
sebagai pemicu dalam memporakporandakan konstruks  konsep demokrasi
dan pada akhirnya mendorong munculnya pemaknaan-pemaknaan baru
atas konsepsi demokrasi itu. Tocqueville adalah seorang teoretis terkemuka
yang secara nyata mengidentifikasikan bahwa demokrass itu berkaitan
erat dengan persamaan hak-hak masyarakat, sekalipun tidak sedikit yang
menentangnya.

Lively (1962:49) mengatakan bahwa penggunaan  konsep dasar yang
mernpertautkan  demokrasi  di satu Sisi dengan persamaan  hak di sis lain
sebagaimana yang dikemukakan oleh Tocqueville seringkali ambigu. Dalam
bukunya vyang lain, Lively (1975:65) juga mengkritik pedas pandangan
Tocqueville ini, ia mengemukakan  bahwa:

"Clearly, attempts such as these to relate political to socio-economic
development are not novel. Equally clearly their intuitive and discursive
historical case cannot satisfy the demands of those who would construct
a new empirical theory of democracy.”

Secara jelas Lively mengatakan bahwa apa yang ditemukan oleh
Tocqueville berdasarkan pengalaman sgarah demokrasi empiris yang terjadi
di Amerika Serikat, sebagaimana daam bukunya La Democratie en Amerique
1835-40, tidak dapat diuji secara ilmiah. Hipotesisnya yang membenarkan
adanya hubungan keterkaitan yang kuat antara dimensi politik di satu Sis
dengan dimensi sosid-ekonomi di sisi lain, justru tidak dapat memberikan
uji hipotesis yang akurat, Bagi Lively, hipotesis Tocqueville berdasarkan
pengadaman  sgarah demokrass  empiris di Amerika ~Serikat hanyalah
memaparkan  serangkaian  cerita roman. Seterusnya, Lively (1975:65-66)
menambahkan  bahwa "any hypothesis about the relationship between socio-
economic factors and democracy should be quantifiable; we cannot speak of

2 Toqueville memberikan  pertanyaan ini dalam bukunya yang ditulis dalam bahasa
Perancis volume kedua, La Democratie en Amerique 1835-40. Uniknya Tocqueville justru
meneliti  sistem demokrasi itu bukan di negara asalnya Perancis, melainkan di Amerika
Serikat yang kala itu memang sedang diterapkan. Dari buku yang ditulisnya itu terdapat
dimensi-dimensi  baru yang dinilai penting dalam serangkaian kajian demokrasi. Salah
satu di antaranya adalah lahirnya konsep democratic stability. Hingga kini, konsep baru
yang dilahirkan oleh Tocqueville ini banyak dijadikan sebagai indikator penting oleh para
penstudi demokrasi ,ketika mengkaji peri hal demokrasi. Untuk mengetahui lebih jauh
tentang isi buku ini, dapat dilihat pada bagian pengantar dari buku Lane dan Ersson
(2003), Democracy: A Comparative Approach, London: Routledge, h. 1-20.
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what we cannot test, and we cannot test what we cannot number." Lively ingin
menyampaikan  bahwa hasil-hasil temuan Tocqueville itu adalah lemah dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sekalipun banyak ahli yang meragukan  tesis Tocqueville itu, tidak
sedikit pula yang memihak kepadanya. Christophersen  (1968:86) adalah
satu di antara sekian banyak ahli yang secara tegas mendukung Tocqueville,
ia menyeburkan  bahwa:

"There is no-doubt that, for him, democracy was something more than
a system of government. Particularly before 1848, one may find a rather
strong association and even identification of social equality with what
was called 'democracy’.”

Dalam hal ini Christophersen  menegaskan bahwa tidak ada keraguan
bahwa demokras sesungguhnya  adalah sesuatu yang lebih dari hanya
sekadar sSistern pemerintahan.  Secara faktual, memang ditemukan adanya
hubungan yang kuat antara fakror persamaan hak-hak sosia-ekonorni  di
satu sisi dengan demokras di sisi lain sebagaimana  hasil-hasil  temuan
Tocqueville.  Dewey (1966:87) memperkuat  kondis yang dernikian ini
dengan menegaskan bahwa "democracy ismore than aform of govern.ment, it
isprimarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience.”
Hal sen ada juga dikemukakan oleh Laski. la menyebutkan bahwa
pengadaman sgarah politik sebagaimana yang terjadi di Eropa pasca abad
pertengahan yang ditandai dengan munculnya peristiwa Revolusi Industri
adalah serangkaian determinan yang pada akhirnya memperkuat dugaan
bahwa dirnensi sosial-ekonomi  bertautan dengan demokrasi. Laski (1931:84)
mengemukakan bahwa "for the average man congtitutional government is
not less important in industry than in politics or any other sphere Laski
mengakui  bahwa serangkaian  peristiwa revolusi industri  yang terjadi di
Eropa telah melahirkan serangkaian tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap
perlunya persamaan hak-hak sosial-ekonorni  dalam kehidupan politik yang
dijdankan di atas format pemerintahan  dernekrasi.

Dua pandangan yang saling berrolak belakang dalam melihat makna
demokras  ini,? relah menjadi basis bagi munculnya perdebatan yang
cukup tajarn di kemudian hari yang terjadi di antara para ahli-ahli politik,
terutarna  mereka yang menaruh  perhatian  terhadap studi  demokrasi.
Bahkan hingga saat ini, dua pandangan tersebut tetap sagja mengemuka dan
senantiasa mewarnai  berbagai  diskursus dan anad isis tentang demokrasi.

3 Pandangan pertama menyebutkan bahwa demokrasi "as a system of government",
dan pandangan kedua menyebutkan bahwa demokrasi "is something more than just a
system of government'.
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Apalagi konsep demokrasi itu in-charge ke dalam berbagai pengalaman
empiris beberapa negara.

Dalam posisi yang hampir mirip tetapi lebih radikal, justru ditunjukkan
oleh beberapa pakar ketika mereka juga turut memahami demokrasi itu.
Sebut sgja misalnya MacPherson, ia mengatakan bahwa demokrasi tidak sgja
berbicara persamaan hak-hak sosial, polink, dan ekonomi, melainkan juga
dapat diperraurkan dengan dimensi kebebasan yang mencakup berbagai
hal. Dalam pandangan MacPherson (1972:53), "democracyin the broad sense
requiresnotjust equality but alsojreedomfrom starvation, ignoranceand early
diseased death” Bebas dari derita kelaparan, bebas dari kebodohan, dan
bebas dari ragam penyakit yang mernatikan, adalah serangkaian aspek baru
yang ditekankan dan dinilai penting oleh MacPherson tatkala menghampiri
demokrasi dalam setiap diskursus dan/atau analisisnya. Dalam buku yang
lain, MacPherson (1973:51) juga menyebutkan bahwa:

"As soon as democracy is seen as a kind of society, not merely a
mechanism of choosingand authorizing governments, the egalitarian
principle inherent in democracy requires not only 'one man, one vote
, but also 'oneman, one equal effective right to live asfolly humanly as
he may wish."

Dalam pandangan MacPherson, demokrasi haruslah dilihat sebagai
bagian dari kehidupan sosial, tidak melulu kekuasaan dan sebuah mekanisme
pemilihan dalam lingkup tata 'pemerintahan. Baginya, demokrasi tidak
hanya dilihat dalam konteks satu orang satu suara, melainkan haruslah
dikaitkan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang egaliter, mementingkan
persamaan hak, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana
keinginan-keinginan masyarakatnya.

Pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Christophersen, Dewey,
dan MacPherson sebagaimana telah dipaparkan di at~s, ternyata mendapat
respons yang bernada kontra dari penstudi demokrasi lainnya. Beberapa
ahli seperti James Bryce, menolak pandangan-pandangan tersebut di atas. la
menyarakan bahwa diskursus demokrasi adalah diskursus yang hanya terkait
dengan bentuk pemerinrahan, tidak dapat dikaitkan dengan persamaan
hak-hak ekonomi. Dalam uraiannya, Bryce (1921:76) mengemukakan
bahwa:

"Democracy-which ismerelyaform of government, not a consideration
of the purposesto which government may be turned- has nothing to do
with economicequality, which might exist under any form of government,
and might possiblywork more smoothly under some other form."
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Opini lain yang dianggap rnernpunyai penilaian yang harnpir sarna
dengan Bryce ini ditunjukkan oleh Ernest Barker. la rnenyebutkan
bahwa dernokrasi tidak dapat diartikan dan dibawa-bawa kepada aspek
kesgjahteraan sosial. Sirnaklah pernyataannya ini dengan rnenyebut
bahwa:

"Democracy does not mean the well being or prosperity of the people,
and a democratic measure isa measure which originates from, or tends
to promote, such a method of government -not a measure which tends
to increase the amount or to rectify the distribution of prosperity or well-
being." (Barker 1932:315)

Bagi Barker, dernokras adalah rnetode pernerintahan dan untuk
rnengukurnya tidak dapat dilakukan dengan hal-hal distribusi kesejahteraan
atau yang sejenis dengan itu, rnelainkan adalah dengan aspek tara
penyelenggaraan pernerintahannya.  Brian Barry juga rnernperkuat hal
ini dengan rnenyatakan bahwa dernokrasi itu haruslah dipaharni dalarn
terrninologi prosedural. la rnenolak dengan tegas apabila terdapar berbagai
gagasan yang dirnasukkan ke dalarn bangunan konsep dernokrasi iry,
Penegasan ini dapat dilihat ketika Barry (1989:25) rnengatakan bahwa

"I rgject the notion that one should build into democracy any constraints on
the content of the outcomes produced, such as substantive equality, respect
for human rights and concern for the general welfare, personal liberty or the
rule of law." Pendirian Barry yang cenderung kokoh rnernpertahankan
demokrasi sebagai sebuah sistem pernerintahan ini rnerupakan bentuk
lain dari maraknya khazanah perdebatan di antara beberapa ahli penstudi
dernokrasi.

Sekelurnit nuansa perdebatan antar para ahli sebagairnana relah
dipaparkan di atas, secara nyata baru rnernfokuskan objek perdebatannya
pada dirnens ‘cratein’ (rule) yang terdapat di dalarn konsep dernokrasi. Lalu
bagairnana pula rnereka mernandang dirnens *demos (people) yang juga
terdapat di dalarn konseps dernokrasi itu?

Dapat dipastikan bahwa perdebatan pada aspek people tidaklah seheboh
aspek rule yang faktanya rnemang lebih rarnai dalarn hal gagasan. Makna
demos dan/atau people dalarn konsep dernokrasi rnerujuk kepada klasifikasi,
jurnlah, dan status kependudukan yang dirniliki oleh rakyat dalarn sebuah
negara. Dalarn Yunani Klasik, yang dimaksud dengan rakyat itu adalah
"only the free men were allowed to be included into the '‘demos’ (2003:27).
Sebutan free men dapat dikategorikan sebagai penduduk laki-laki dewasa
yang berada dalarn wilayah hukurn negara. Mayo (1965:43) rnernpertegas
hal ini dengan rnenyatakan bahwa "the resident foreigners (outlanders or
metics), women, children and daves were all excluded." Pengertian demos
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di atas adalah untuk ukuran Yunani Klasik, tetapi dalam perkembangan
berikutnya ukuran tersebut sudah bergeser dan para ahli banyak yang
menyetujui pergeseran itu. Demos untuk ukuran kekinian meliputi juga
penduduk perempuan dewasa, lalu kernudian rneliputi juga para rnigran
yang menernpati dan menetap di' wilayah hukurn negara bersangkutan.
Menurut Dahl (1989:127), "a member of the demos is every adult subject to
a government and its laws must be presumed to be qualified as, and has an
unqualified right to be." Kernudian Dahl rnenegaskan lagi bahwa terdapat
dua kesulitan apabila rnenggunakan prinsip ini sebagai ukuran member
of demos. Pertarna adalah rnernberikan batasan antara usia anak-anak dan
orang dewasa yang tergolong sebagai penduduk. Kedua adalah rnenyangkut
penduduk pendatang dalarn sebuah negara, apakah rnereka terrnasuk
sebagai anggota demos atau tidak. Dalarn praktiknya kesulitan-kesulitan
ini rernyata lebih rnudah rnendapatkan konsensus di kalangan para ahli.
Dengan mengedepankan kebijakan atau strategi legal kependudukan sebagai
metode penentuannya, para ahli politik dan negarawan cenderung tidak
terlalu mengalarni kesulitan ketika rnerespons dimensi demosini.

Kernbali kepada ragarn perbedaan pandangan tadi, sgjauh ini kita telah
rnengidentifikasi bahwa terdapat dua sudut pandang ketika rnendefinisikan
demokrasi, yaitu dernokrasi dalarn ani sempit dan dernokrasi dalarn ani
luas. Mereka yang rnendefinisikan dernokrasi adalah sebagai sebuah sistern
pernerintahan, tergolong kepada orang-orang yang rnelihat dan rnernaharni
dernokrasi dalarn arti sernpit. Sebaliknya, rnereka yang mendefinisikan
dernokrasi lebih dari sekadar sistern pemerintahan, tergolong kepada orang-
orang yang melihat dan rnemahami dernokrasi dalarn ani luas. Kelornpok
yang rnewakili dua kutub yang berbeda sam sarna lain ini senantiasa tarik-
rnenarik dan telah rnenjadikan 'dernokrasi' sebagai sebuah konsep yang
berada dalarn ruang kebimbangan. Pandangan pro dan kontra yang selalu
rnengharnpiri  konsep dernokrasi itu seakan telah rnenjadi standar baku
bagi status demokrasi sebagai sebuah konsep. Bahkan, hingga sekarang
pun irarna perdebatan masih sgjaterus mengiringi eksistensi dan bangunan
konsep dernokrasi itu, Apakah kernudian gagasan dan pandangan baru
atas dernokrasi sudah berhenti rnengalir tatkala dua kutub di atas saling
menunjukkan taring keberadaannya?

Dernikianlah bahwa di tengah-tengah pro dan kontra itu berrnunculan
pula serangkaian gagasan-gagasan baru dalam bentuk lain yang berusaha
rnencoba menernpatkan dirinya pada posisi yang lebih moderato Bahkan
tidak jarang di antaranya berani mernposisikan pandangan-pandangannya
pada pijakan yang lebih pragmatis. Tetapi intisari yang dapat ditarik
dari rnaraknya kernunculan pandangan-pandangan baru itu adaah
mernandang demokrasi sebagai sesuatu yang lebih dari hanya sekadar
sistem pemerintahan belaka. Interaks antara demokrasi di sam sisi dengan
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faktor-faktor sosial-budaya dan ekonomi di sis lain telah menjadi ciri
khas dari kebanyakan gagasan baru yang muncul mengiringi pemaknaan
demokrasi pada perkembangan selanjutnya. Bahkan penyertaan dimensi
‘pernbangunan’  yang kerap disandingkan dengan 'gagasan ideal dernokras'
telah menjadikan diskursus demokrasi semakin berwarna. Artinya, dalam
memahami demokrasi, basis pemaknaan yang lebih luas (broad conception)
kerap dijadikan sebagai sudut pandang bagi munculnya pemahaman

baru tentang gagasan demokrasi. Hanya sagja perlu disampaikan bahwa
pandangan-pandangan  baru yang muncul atas konsep demokrasi tersebut
cenderung lebih menempatkan aspek rasionaitas dan empirikal ketimbang
aspek-aspek yang non-ilmiah, Penyertaan variabelitas dalam menganalisis,
penguatan pengukuran, dan pengajuan prasyarat kerap dijadikan sebagai
instrumen bagi penggagas baru ketika mereka memaknai demokrasi.

Varsheney (1999:12), membenarkan hal ini dengan menyatakan bahwa:

"Prom an analytical point of view, it is necessary to distinguish between
democracy as a procedure and economic equality as an outcome. If not,
it ends up conflating the explanandum and explanans, or to put it
differently, the independent and dependent variables."

Przeworski (1999:23) menyebut hal ini serupa dengan konsep minimalis
dalam memahami demokrasi. Dalam hal ini Przeworski meyakini bahwa
demokrasi telah didekari dengan mengedepankan pentingnya pengukuran
konsep dan menernpatkan faktor-faktor pendorong bagi munculnya
demokrasi.

Mengikuti penjelasan Varsheney dan Przeworski, Schmidt dan Brooker
juga menyebutkan bahwa pemahaman atas demokrasi telah ditinjau
kembali, tujuannya adalah untuk mengetahui dan memetakan mengapa
ada sistern politik negara yang demokratis dan tidak dernokraris serta
untuk mengetahui tingkatan demokras pada sebuah negara. Schmidt
dan Brooker dengan jelas mengemukakan bahwa "defining democracy is
important for discriminating between democratic and non democratic political
systems, but also for attemps to map a variation in the degree of democracy”
(Lane and Ersson 2003:27).4 Apa yang dikemukakan oleh para penstudi
teori demokrasi ini merupakan bagian sistematis dari maraknya upaya-
upaya para ahli unruk memperkuat pemahaman dan landasan teoretis atas
gagasan demokrasi. Oalam kerangka ini pulalah kemudian gagasan ideal
demokrasi itu rnendapat bobot yang lebih ilmiah. Di sam pihak gagasan
demokrasi dipahami dalam konteks prosedur, di lain pihak dipahami dalam

4 Pendapat Manfred G. Schimidt (2000) dan Paul Brooker (2000) ini dapat dilihat pada
buku yang ditulis oleh Lane dan Ersson (2003). Democracy: A Comparative Approach.
London: Routledge. h. 27.
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konteks non-prosedur.’ Berikut ini akan dijelaskan apa dan bagaimana
gagasan ideal demokrasi tersebut berdasarkan pada konteks prosedur dan
non-prosedur  tadi, sehingga ditemukan adanya aktivitas penguatan atas
konsrruksi konsep demokrasi melalui teorisasi demokrasi.

KERANGKA TEORI

Membangun teori demokrasi bukanlah perkara mudah. Sebab basis dan
asumsi yang mengiringi pandangan-pandangan  atas gagasan demokrasi
cenderung memiliki variasi yang beragam, tergantung pada sudut pandang
mana demokrasi itu dipahami. ltulah sebabnya teori-teori demokrasi juga
berada pada posis dalam mana struktur bangunannya kurang kokoh.
Tidak mengherankan bila kemudian banyak pihak yang menilai bahwa
demokrasi iru mengecewakan. Dalam kairan ini, MacPherson (1972:1)
mengatakan bahwa demokrasi seringkali mengecewakan. Bahkan Dorothy
Pickles (1970:23) berani menegaskan bahwa tidak ada demokrasi yang
sempurna. Demikianlah bahwa posisi sains yang melekat pad a konsep
demokrass memang cenderung rentan. Tidak salah bila kemudian
Przeworski menyebutnya sebagal minimalist conception, artinya konsep
yang bobot ilmiahnya kurang maksimal dan penerimaan universalnya
masih rendah. Bisajadi sebutan pretheory justru lebih tepat disandang oleh
konsep demokrasi ini. Sekalipun demikian, bukan berarti aktivitas reorisasi
terhadap konsep demokrasi sepi dari sentuhan-sentuhan rasionadlitas para
ahli.

5 Pemilahan atas nama konteks prosedur dan non-prosedur ini diperoleh dari pemaknaan
dan interpretasi penulis atas uraian yang disampaikan oleh Lane dan Ersson (2003),
Democracy: A Comparative Approach, London: Routledge, h. 27-66. Namun demikian,
untuk mempermudah  dan menyederhanakan pemahaman, penulis menilai bahwa
penggunaan sebutan ini pada dasarnya sam a saja dengan melihat demokrasi dalam
konteks substansi dan proses di satu sisi dan melihat demokrasi dalam konteks tujuan
di sisi lain. Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa pihak-pihak yang memahami
demokrasi dalam konteks prosedur/substansial atau dalam konteks proses adalah mereka
yang memposisikan dirinya moderat, sedangkan mereka yang memahami demokrasi
dalam konteks tujuan atau non-prosedural adalah pihak-pihak yang memposisikan
dirinya sebagai orang-orang yang pragmatis dalam memahami demokrasi. Selanjutnya
berdasarkan alur pemetaan pemikiran sebagaimana sudah diterangkan pad a awal-awal
tulisan ini, mereka yang memahami gagasan demokrasi dalam konteks prosedur adalah
orang-orang yang cenderung memiliki akar pandangan yang mendekati dan memandang
demokrasi as a system of government, sedangkan mereka yang memahami gagasan
demokrasi dalam konteks non-prosedur adalah orang-orang yang cenderung memiliki
akar pandangan yang mendekati dan memandang demokrasi sebagai  something
more than just a system of government. Pada kesempatan ini patut dipertegas bahwa
pemilahan semacam ini tidaklah dimaksudkan untuk saling mendeskreditkan antara
satu pihak dengan pihak lain. Pemilahan ini tidak berkehendak untuk memvonis bahwa
keilmiahan satu pihak lebih unggul dari pihak yang lain atau sebaliknya.
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TEORI DAN PENGUKURAN DEMOKRASI (DALAM
PERSPEKTIF DEMOKRASI SEBAGAI SEBUAH SISTEM
PEMERINTAHAN)

Sebuah kesimpulan yang patut dihargai dalam rangka merumuskan
teori demokrasi, berasal dari Lane dan Ersson ketika mereka melakukan
survei kepustakaan terhadap sejumlah definisi-definisi demokrasi. Survei
yang mereka lakukan menghasilkan tesis, bahwa terdapat serangkaian
aspek-aspek pokok dalam konsep demokrasi. Lalu untuk menerapkannya
perlu memperhatikan berbagai prosedur. Selengkapnya, Lane dan Ersson
(2003:27-28) mengemukakan bahwa:

"Democracy means rule of the people, but to have a democracy there
must be a set of procedures which enhance; (a) contestation between
political alternatives, (b) citizens participating in political life, and (c)
real guarantees for the existenceof political liberties."

Teori demokrasi yang dikembangkan oleh Lane dan Ersson ini
menernparkan persaingan, partisipasi, dan jaminan kebebasan berpoalitik
sebagai unsur utarna dalam demokrasi. .

Sementara itu, Dahl (1963:3) menekankan bahwa intisari demokrasi
adalah "processedy which ordinary citizens exert a relatively high degreeof
control over leaders." Arus utama definisi demokrasi yang dikembangkan
oleh Dahl ini adalah adanya pengawasan ketat dari rakyat terhadap elite
pemerintah yang berkuasa. Tipikal definis yang hampir senada juga
dikemukakan oleh Huntington (1991.7), ia menyatakan bahwa demokrasi
itu adalah:

"Political system as democratic to the extent that its most powerful
collective decision makers are selected throughfair, honest and periodic
elections in which candidates freely competesfor votesand in which

virtually all the adult population is eligibleto vote."

Selanjutnya, rnodifikasi definis yang lebih minor dapat diternukan
pada pendapat yang dikemukakan oleh Markoff. la menyebutkan bahwa
secara umum demokrasi memiliki tiga dimensi utama, yakni "contestation,
participation, civil and political freedoms’ (Markoff 1999:662-663). Randall
Collins menawarkan definisi yang sedikit berbeda. la menyebutkan bahwa
demokrasi itu terdiri dari tiga dimensi penring, yaitu "degreeof collegially
shared power, extent of the participatory franchise and political rights'
(1998:14). Berikutnya adalah definisi yang ditawarkan oleh Lipser (1995:
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iv), menurutnya demokras adalah sistern yang di dalamnya mengandung
riga unsur, yaitu:

"First, competition exist for government positions, and fair elections
for public office occur at regular intervals without the use of force and
without excluding any social group. Second, citizens participate in
selecting their leaders and forming policies, Third, civil and political
liberties exist to ensure the integrity of political competition and
participation.”

Dari beberapa teori demokrasi yang telah dijelaskan di atas, terlihat
bahwa demokrasi pada dasarnya merupakan bagian tidak terpisshkan dari
sebuah sistem pemerintahan. Namun demikian, patut juga dipahami bahwa
demokras haruslah dilihar dalam konteks realitas politik aktual, Karena
sistern pernerintahan  demokrasi  tidaklah secara universal berjdan mulus
carkala ia diterapkan pada ruang empiris. Dalam konteks ini, barangkali
kita perlu bersepakat dengan MacPherson. la mengemukakan bahwa
demokrasi tidak akan begitu mudahnya berkembang dalam redlitas politik
aktual. Demokras baru bisa 'disemaikan’ jika telah tersedia ‘lahan' yang
memang kondusif bagi pertumbuhannya. Kemudian, Macpherson (1972:5)
melanjutkan lagi dengan menyatakan  bahwa lahan yang subur untuk
perkembangan demokrasi yang perlu disiapkan adalah penyelenggaraan
masyarakat ~ yang bersaing, individua is dan berorientas pasar, serra
terselenggaranya negara liberal:

Sgauh ini kita telah tiba pada pemahaman demokras sebagai sebuah
sistern pemerintahan  yang di dalamnya melekat prosedur-prosedur yang
terdiri dari contestation, participation, and civil and political liberties.
Kemudian kita juga sudah tiba pada pemahaman  bahwa demokrasi itu
membutuhkan berbagai  kriteria agar bisa tumbuh dan berkembang.
Kriteriakriteria  di atas mungkin  sgja dikembangkan  tidak hanya untuk
rnenencukan apakah sebuah rezim pemerintahan  iru demokratis atau tidak
demokratis, tetapi juga dapat dijadikan untuk mengidentifikasi  perbedaan-
perbedaan  menyangkut pada tipe-tipe atau model-model demokrasi.
Namun dernikian, untuk sampa pada taraf ini, maka kita perlu melakukan
pengukuran  demokrasi terlebih dahulu (measuring democracy).

Mendefinisikan  batasan demokrasi sebagal sebuah konsep telah dilalui,
seterusnya aktivitas pengukuran adalah ha berikut yang perlu dilakukan.
Secara umum, mengukur konsep merupakan bagian penting dari sebuah
pemaparan ilmiah.  Berikut ini akan dijelaskan bagaimana konsep
demokrasi  diukur, sehingga konsep tersebut memiliki  kemampuan  dan
kelayakan ketika bergulir pada ruang empiris. Dalam berbagai pandangan
yang berpengaruh,  pengukuran demokrasi diletakkan pada dua kategori
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isu. Perrarna, pengukuran konsep demokrasi yang berbasis pada dikoromi
(dichotomy) dan kedua, pengukuran yang berbasis pada skala berkelanjutan
(continuous  scale). Jika pengukuran itu berbasis pada skala dikotomi, maka
hasilnya adalah munculnya perbedaan antara negara demokrasi di saw sisi
dan negara yang non-dernokrasi di sisi lain. Sementara iru, jika pengukuran
itu berbasis pada skala berkelanjutan, maka hasilnya adalah munculnya
negara-negara yang memiliki tingkat demokrasi yang bervariasi.

Pandangan lain yang dianggap berpengaruh dalam konteks pengukuran
demokrasi ini dapat kita lihat dari perspekrif objective measures dan subjective
measures. Pandangan ini lebih menekankan pada pentingnya pemberian
angka-angka berupa indeks terhadap pelaksanaan sistem demokrasi. Dasar
pengukuran yang digunakan mengacu pada keseluruhan indikator-indikator
kunci yang dinila melekat erat dalam konsep demokrasi itu sendiri.
Berikut ini mari kita lihat beberapa ahli yang kerap menggunakan basis-
basis di atas ketika mengukur demokrasi dalam setigp analisis-analisis yang
dilakukannya, baik mereka yang berbasis pada skala pengukuran dikotomi-
keberlanjutan maupun mereka yang berbasis pada skala pengukuran
obj ektif-subjektif.

Huntington, ketika melakukan anal isis terhadap studi demokrasi
cenderung menggunakan pendekatan dikotomi. Lihat misalnya, yang.ia
lakukan seperti terdapat dalam bukunya The Third Wave. Huntington
menegaskan dalam bukunya bahwa terdapat negara-negara yang demokratis
dan tidak demokratis. Baginya negara-negara dunia ketiga cenderung tidak
dernokraris dan negara-negara maju cenderung demokratis (Huntington
1991:11). Tidak jauh berbeda dengan Huntington, Przeworski juga kerap
memberikan hasil pengukuran tersebut dalam dua klasifikasi yang berbasis
pada ukuran dikoromik, sekalipun pada setiap analisisnya terdapat sejumlah
analisis yang berbentuk angka-angka. Klasifikasi dernokrasi yang digjukan
Przeworski tersebut terdiri dari negara-negara yang demokratis dan negara-
negara yang non-demokratis, Lihat misanya, dalam buku Democracy and
Development yang ditulis secara bersama-sarna dengan kawan-kawannya.
Bagi Przeworski, et.al. (2000:57) negara-negara yafig demokratis itu rerdiri
dari sistem rezim pemerintahan parlernentarisme, presidensialisme, dan
campuran antara keduanya. Sedangkan negara-negara yang non-dernokratis
terdiri dari sistern reziim pemerintahan autokrasi dan birokrasi.

Para ahli yang cenderung menekankan dimensi pengukuran konsep
demokrasi atas basis pendekatan skala berkelanjutan dapat kita lihat pada
analisis demokrasi yang kerap dilakukan oleh Bollen. la menyatakan bahwa
"democracy is always a matter of degree; the concept of palitical democracy is
continuous. Wetalk and ‘'think about the degree to which democracy ispresent”
(Bollen 1990:15). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Elkins (2000:287-
294), ia menyebutkan bahwa "democratization studies, lead usto believe that
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there is substancial variation in the degree of democracy acrosshoth time and
space.”

Pengukuran konsep demokrasi yang mengacu pada pengutamaan skala
pengukuran objekrif-subjekrif dalam setiap analisisnya, dapat kita lihat
sebagaimana yang kerap dilakukan oleh beberapa ahli. Vanhanen misalnya,
selalu menggunakan indeks untuk mengukur indikator sistem dernokrasi
yang diterapkan di beberapa negara. Menurutnya, pengukuran demokrasi
yang berbasis dimensi objektif merujuk pada jumlah keikutsertaan parpol
dalam pemilu dan jumlah prosentase populas yang ikut serta dalam
pemilu. Dua indikator ini merupakan komponen inti indeks demokrasi
yang dikembangkan oleh Vanhanen. Seterusnya, pengukuran demokrasi
yang berbasis dimens subjektif merujuk pada penggunaan rating atau
pemberian angka berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh s pemberi angka
terhadap aspek kebebasan dan hak-hak politik sipil, serta penilaian terhadap
kegujuran dan keadilan penyelen'ggaraan pemilu (Vanhanen 2000:251-
265). Basis pengukuran demokrasi yang dikembangkan oleh Bollen dan
Vanhanen ini kemudian mempengaruhi R.D. Gastil ketika melahirkan
Freedom House, yakni sebuah kelompok panel ahli yang secara khusus
menyoroti  pelaksanaan demokrasi di beberapa negara. Sebagairnana
diketahui, Freedom House secara berkala setiap tahunnya selalu melaporkan
indeks demokrasi negara-negara di dunia.

Daam mengukur tingkat demokrasi suatu negara, para penilai terdiri
dari mereka yang bekerja secara individual scholars, a group of scholars
or apanel of experts. Vanhanen dan Bollen adalah mereka yang bekerja
secara individual dalam mengukur tingkat demokras suatu negara dan
melaporkannya kepada publik dalam bentuk angka-angka berdasarkan
kurun waktu yang sifatnya multiple time period. Freedom House tergolong
panel ahli yang bekerja secara kelompok dalam mengukur tingkat demokrasi
suatu negara dan melaporkannya kepada publik dalam bentuk angka-angka
berdasarkan kurun waktu yang sifatnya single time periods. Pengukuran
tingkat demokrasi lainnya dapat kita lihat seperti yang ditawarkan oleh
The Polity serta Przeworski dan rekan." Dua kelompok rerakhir ini adalah
mereka yang tergolong pada jenis group of scholarsketika bekerja dalam
mengukur tingkat demokrasi di beberapa negara. Dua kelompok terakhir

6 The Polity terdiri dari penstudi  demokrasi yang mengukur tingkat demokrasi
berdasarkan klasifikasi rezim pemerintahan sebagaimana yang diajukan oleh Przeworski
dan rekan. Laporan publik yang dikeluarkan oleh The Polity dapat dilihat pada Ted
Robert Gurr dan Keith Jaggers (2000), "Polity98 Project; Regime Characteristics
1800-1998" dalam http://www.bsos.umd.edu/cidcm/polity/. Sedangkan laporan publik
menyangkut tingkat demokrasi suatu negara yang berasal dari Przeworski dan rekan
dapat dilihat pada Adam Przeworski, Michael E. Alvares, Jose Antonio Cheibub and
Fernando Limongi (2000).
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ini menggunakan pelaporan tingkat demokrasi negara-negara berdasarkan
kurun waktu yang sifamya multiple time periods.

Kecuali Huntington, keseluruhan nama-nama para ahli di atas yang
bekerja ketika mengukur demokrasi pada negara-negara yang disurveinya,
menggunakan angka interval dari 0 sampai 10 untuk menentukan
karakteristik tingkat demokrasi sebuah negara. Hanya sgja penentuan
intervalnya bervariasi di antara para ahli, baik yang bekerja secara individual
maupun  kelompok.

TEORI DAN PENGUKURAN DEMOKRASI (DALAM
PERSPEKTIF DEMOKRASI SEBAGAI SESUATU YANG
LEBIH DARI SEKADAR SISTEM PEMERINTAHAN)

Dalam pemikiran palitik, terdapat pemahaman umum yang menyatakan
bahwa sebuah rezim politik yang menganut sistern pemerintahan terrentu
di sebuah negara mempunyai hubungan positif dengan tinggi rendahnya
tingkat kesgjahteraan sosial yang dialami oleh rakyat di negara bersangkutan
dalam mana sistem pemerintahan iru dijalankan. Basis pemikiran politik
yang demikian ini dapat dilihat dari pemikiran Arisrorles. Daarn:
pandangan Aristodes (1981:271), rakyat sangat mengharapkan terjadinya
kemakmuran, tidak peduli apakah pemerintahannya dipimpin oleh rezim
politik demokrasi atau oligarki. Pandangan Aristotles yang demikian
ini merupakan salah satu mainstream berpengaruh  dalam pernikiran-
pemikiran politik. Maciver, seorang ahli politik terkemuka cenderung
bersepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Aristotles di aras. la
menyatakan bahwa negara-negara tertentu selalu mempromosikan budaya
dan mengembangkannya ke arah demokrasi. Dalam ha ini demokrasi
dapat berkembang pada beberapa negara tertentu karena karakter budaya
yang dimilikinya (Maciver 1965:142). Lipset bahkan mengklaim bahwa ia
telah berhasil menunjukkan hubungan yang positif antara kesegjahteraan
dengan demokrasi. Secara khusus Lipset (1963:48-50) menyebutkan bahwa
"perhaps the most common generalization linking political systemsto other
aspects of society has been that democracy is related to the state of economic
devel opment.”

Mekanisme keterkaitan antara faktor kesgjahteraan di satu sisi dengan
demokrasi di sisi lain dapat dilihat dari formasi kelas menengah dalam
masyarakat .. Pertumbuhan kesgjahteraan menjadi meningkat oleh karena
adanya investasi berlebihan dalam srrukrur sosia masyarakat. Salah satu
jenis investas itu adalah dimensi pendidikan yang dijadikan sebagai
modal sosia. Dimensi pendidikan dapat mendorong munculnya orientasi-
orientas baru di kalangan masyarakat. Semakin banyak jumlah orang
yang mengenyam pendidikan, maka semakin banyak pula tercipta kelas
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menengah  baru di kalangan  masyarakat. Dengan semakin  banyaknya
tercipta kelas menengah baru, maka ha ini akan sangat kondusif untuk
mengurangi  polarisasi dalam kehidupan politik. Berkurangnya polarisas
dalam struktur masyarakat sebagal akibat semakin banyaknya masyarakat
terdidik, kemungkinan  besar akan mempermudah  munculnya perlawanan
terhadap  kekuatan-kekuatan politik non-dernokratis. Dengan demikian,
stabilitas demokrasi lebih terjamin. Pandangan-pandangan yang demikian
ini tergolong pendekatan modernisasi dalam ilmu politik. Para ahli yang
memihak pada pendekatan sgienis ini meyakini bahwa transiss demokrasi
bisa terjadi dalam jangka panjang.

Oleh para penstudi demokrasi, paradigma Lipset ini sering dijadikan
sebagai acuan untuk menghasilkan  berbagai tesis yang menyatakan hbahwa
dimensi kesgjahteraan atau kemakmuran  berkaitan erat dengan demokrasi.
Dukungan atas tesis Lipset ini bisa kita lihat seperti apa yang dikemukakan
olen Diamond, yang pernah melakukan  survei terhadap kajian-kajian
kepustakaan berpengaruh  ddam bidang studi sgenis ini dari tahun 1960-
an sampai  1980-an. Diamond (1992:470) secara tegas menyatakan bahwa
terdapat efek-efek positif dalam demokrasi. Tesis Diamond seperti ini pada
dasarnya membenarkan apa yang diungkapkan oleh Lipset (1963:485)
ketika ia mengatakan bahwa "broadly correct in his assertion of a strong causal
relationship between economic development and democracy and his explanations
of why developments promotes democracy.” Dalam konteks ini, baik Lipset
maupun Diamond, cenderung membenarkan  bahwa pembangunan  adalah
faktor dominan dalam penciptaan -dernokrasi, Baginya, aspek pembangunan
sangat berpeluang mempromosikan  demokrasi.

Dalam perkembangannya, tesis Lipset yang demikian ini ternyata
mendapat  tantangan  dari O'Donnell'  ketika ia meneliti  demokratisasi
yang dijalankan oleh beberapa negara di kawasan Amerika Latin pada
tahun 1970-an. Dalam penelitian itu, O'Donnell mempertanyakan  tentang
karakter atau sitar keterkaitan yang terdapat antara aspek 'Pembangunan
ekonomi di satu sis dengan aspek demokratisasi di sis lain. Bentuk
keterkaitan menjadi  kunci pertanyaan  yang digukan oleh O'Donnel,
apakah hubungan keterkaitan itu berbentuk linear atau non-linear, sehingga
bisa menjamin terselenggaranya  sistem pemerintahan yang demokratis.
ODonnell menghasilkan  ternuan-ternuan  yang dinilai  sebenarnya  cukup
memukul pendapat-pendapat  yang dikembangkan oleh Lipset dan Diamond
sebelumnya.  Secara tegas O'Donnell mengungkapkan bahwa mayoritas
negara-negara  di kawasan Amerika Latin yang sudah mencanangkan
pembangunan  ekonomi sgak 1970-an, ternyata tidak berhasil mencapai atau
mewujudkan demokrasi. Masih menurut O'Donnell  (1979:74), yang terjadi
bukannya dernokrasi, melainkan terciptanya  "bureaucratic-authoritarian
regimes.” Dalam konteks inilah kemudian O'Donnell memandang
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perlu menyelidiki tahapan pembangunan yang dijalankan oleh negara
bersangkuran sebelum mengarah kepada penciptaan demokrasi. Tahapan
pembangunan ini dikategorikannya sebagai bagian dari transis menuju
demokrasi.

Dalam dua artikel yang ditulis oleh Lipset dan rekan yang kemudian
direrbitkan pada tahun 1993 dan 1994 terlihat secara jelas adanya
aktivitas pengukuran yang memposisikan dimensi pembangunan ekonomi
sebagai determinan yang dinilai berpeluang menciptakan demokratisasi.
Studi tersebut dilakukan dengan memanfaastkan data-data aktual yang
dikeluarkan oleh Freedom House. Variabel demokrasi didasarkan pada
susunan ranking sebagaimana yang ditetapkan oleh Freedom House.
Secara umum, Lipset dan rekan (1993:158) mendukung hipotesis yang
menyatakan bahwa rerdapat hubungan antara pembangunan ekonomi
dan dernokratisasi. Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Lipset
dan rekan itu, diperoleh penegasan bahwa pembangunan ekonomi adalah
faktor yang paling kuat di antara faktor-faktor lain dalam mempengaruhi
demokrasi. Mereka mengusulkan bahwa hubungan antara kesegjahteraan
atau kemakmuran dengan demokrasi dapat dijelaskan melalui penggunaan
kurva-N  (N-curve). Melalui teknik pengukuran seperti ini, Lipset dan
rekan menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi berada pada ambang
yang kuat dalam mempengaruhi level demokrasi. Intinya, Lipset dan rekan
memberikan indikas bahwa temuan-ternuannya ini mendukung apa yang
menjadi hipotesis dalam teori-teori modernisasi. Namun demikian, ketika
kessmpulan pengukuran itu dihadapkan pada ruang prediksi untuk masa
depan, Lipset dan rekan meragukan hasil temuan itu dapat dijadikan
sebagai alat untuk memprediksi.

Dalam pandangan Lipset dan rekan, faktor ekonomi sebenarnya
bukanlah satu-satunya determinan penting yang dianggap kuat mempertgjam
pencipraan demokrasi di sebuah negara, melainkan ada faktor-faktor lainnya.
Terapi diakuinya faktor-fakror lainnya itu bukanlah determinan yang
mampu menghasilkan dan mewujudkan dernokrasi (Lipset 1994:17). Tesis
seperti ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi
adalah faktor mama yang dinilai dapat menghasilkan dan mewuiudkan
terciptanya demokratisasi, selain faktor-faktor lain, seperti budaya polirik,
tradis agama, serta kelembagaan sosial yang hidup di sekitar tumbuhnya
proses demokratisas tersebut.

Pola berpikir seperti yang dikembangkan oleh Lipser ini merupakan
sesuatu yang sebenarnya identik dengan teoreriss modernisasi. Hampir
senada dengan Lipset, Hadenius justru cenderung rnenempatkan faktor-
faktor lain itu dalam arus mama pemikirannya. Dalam laporan indeks
demokrasi yang dihasilkannya, terutama pada negara-negara dunia keriga
rahun 1988, Hadenius meyakini bahwa pembangunan ekonomi bukanlah



140 SEKALI LAGI, MEMAHAMI DEMOKRASI

sesuatu yang tidak penting dalam mendorong terciptanya demokratisasi,
terapi ada faktor-faktor lain yang lebih penting, yaitu fakror melek huruf
dan pendidikan. Pandangannya dalam kaitan ini dikemukakannya secara
tegas sebagai berikut:

"Yet, it is not primarily the economicfactors -which have loomed large
in recent researchin thisfield-which  are interesting in this context,
The crucial point for a political change in the said direction chiefly
comprisesattributes which pertain to popular education." (Hadenius
1993:90)

Sesuatu yang terkait dengan upaya penciptaan demokrasi dalam sebuah
negara, terutama di negara-negara dunia ketiga, sangat bersinggungan
dengan aspek pendidikan. Dalam pandangan Hadenius, memberdayakan
aspek kependidikan  masyarakat merupakan hal utarna yang dapat
dikategorikan sebagai determinan untuk mewujudkan demokrasi.

Penjelasan Upset dan Hadenius seperri telah diungkapkan di atas
merupakan serangkaian aktivitas teorisasi yang bertujuan untuk mempertegas
tesis bahwa determinan sosial-ekonomi  sesungguhnya merupakan faktor
yang dinilai dapat mempengaruhi upaya penciptaan sistern yang demokratis
di sebuah negara. Pandangan yang berbeda kemudian mencuat tatkala
Muller mempersoalkan operasionalisasi kons.ep pembangunan ekonomi itu
sendiri. Dalam hal ini, Muller menolak pandangan bahwa pembangunan
ekonomi dapat secara langsung mempengaruhi  demokrasi. Muller
meyakini bahwa pembangunan ekonomi tidaklah secara langsung dapat
mempengaruhinya, tetapi harus melewati berbagai tahapan lain dalam
pembangunan ekonomi itu sendiri. Muller, sebagaimana juga O'Donnell
melihat betapa rangkaian tahapan di dalan pembangunan ekonomi itu
adalah bagian terpenting untuk melihat secara komprehensif hubungan
keterkaitan antara pembangunan ekonomi dengan depiokrasi. Dalam hal
ini, Muller mengusulkan perlunya faktor perantara untuk menganalisis hal
tersebut. Keyakinan ini didapatkannya setelah melalui survei pada kasus-
kasus tertentu, seperri yang ia lakukan di Kosta Rika rahun 1995. Perihal
income distribution adalah indikator yang dinilai oleh Muller sebagai hal
penting tadi. Menurutnya tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan
sangat kondusif untuk mempengaruhi  stabilitas demokrasi. Seterusnya ia
menyebutkan bahwa ketidakmerataan  pendapatan kemungkinan besar
dapat membuat demokrasi menjadi terhambat. Sebagai kesimpulannya,
Muller (1995:981) menegaskan bahwa "high levelsof income inequality are
incompatible with the development of a stable democratic system.”

Pola berpikir yang hampir sama dengan Muller datang dari Burkhart
and Lewis-Beck. Mereka meyakini bahwa kemakmuran dan demokrasi
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mempunyai kererkaitan, namun demikian sangat tergantung pada sistern
dunia yang melingkupinya. Simaklah seperti yang diungkapkan kedua ahli
sebagaimana berikur ini:

"It is clear that development substantially improvesa nationS democratic
prospects. However, the full magnitude of that effect depends on the
location of the nation in the world system. As the nation movesfrom

the core, to the semi periphery, to the periphery, the effect diminishes."

(Burkhart and Lewis-Beck 1994:907)

Sebagaimana Muller, Burkhart dan Lewis-Beck juga rnenyeburkan
adanya fakror perantara yang diyakininya sebagai indikaror penting dalam
determinan pembangunan ekonomi, Yyaitu rata sistern dunia. Pandangan
lain dapat kita lihat seperti yang dikembangkan oleh Barro. Ahli ini
membenarkan bahwa standar hidup yang tinggi dapat dijadikan sebagai
faktor untuk mempromosikan demokrasi. Tetapi, menurutnya tidak serta
merta mernbuar fakror itu dalam arti sernpit yang hanya melihat dimensi
ekonomi sgja, melainkan ada faktor lainnya, yaitu warisan kolonial dan
sistem agama atau keyakinan masing-masing populasi yang hidup di negara
bersangkutan (Ba~T(01999:182).

METODOLOGI

Penelitian atas pemahaman  demokras ini dilakukan  dengan
menggunakan penelitian mendalam terhadap sejumlah referens atau
kepustakaan yang terkait dengan konsep demokrasi. Penelitian sgenis ini
merupakan pekerjaan yang memfokuskan diri pada ketersediaan sgumlah
[iteratur yang dengan sengaja dieksplorasi, kemudian disisternatisas,
sehingga membentuk sebuah pola pembahasan yang komprehensif Kekuatan
penelitian ini terletak pada sejauh mana peneliti berhasil mengeksplor dan
menjelaskan pesan-pesan yang terdapat dalam sgjiap literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdebatan konsep demokrasi memang tak kunjung usai, paling tidak
itulah yang tergambar dari uraian-uraian di atas. Perdebaran-perdebatan itu
sarat dengan argumentasi dan diwarnai dengan munculnya pernbenaran-
pembenaran yang logis. Terlepas dari perdebatan itu, satu hal yang pasti
adalah bahwa ‘'aksi mempreteli' merupakan ciri khas yang senantiasa
melekat sepanjang masa dalam tubuh konsep demokrasi. Dalam bahasa
umum aksi semacam ini disebut juga dengan revis. Inilah yang kemudian
membuat demokrasi sesungguhnya tidak pernah sepi dari ruang diskursus
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dan tidak pernah menjauh dari sentuhan-sentuhan rasio. Munculnya
ragam pandangan atas konsep demokrasi senantiasa bertujuan  untuk
mendewasakannya dan konsensus penting yang dapat diperoleh dari
keragaman pandangan iru adalah bahwa demokrass mempunyai hubungan
kererkaitan dengan dimensi non-polirik. Dimensi-dimensi  non-politik ini
merupakan serangkaian faktor yang dinilai bermanfaat untuk menemukan,
mengenali, dan pada akhirnya menumbuhkan demokrasi.

Seterusnya, uraian di atas menampilkan adanya pembenaran umum
yang menyatakan bahwa Faktor-faktor non-polirik yang mencakup
dimensi sosial-ekonorni ternyata mempunyai hubungan keterkaitan yang
posirif dengan dimensi penciptaan demokrasi. Namun demikian, Kketika
ragam pandangan-pandangan  itu sampai pada tahap berkorespondensi
dengan redlitas, maka teori demokrasi pun menjadi dipertanyakan atau
diperdebatkan kembali. Dari berbagai pandangan tentang demokrasi,
sebenarnya teori demokrasi dapat disederhanakan menjadi empat corak,
yaitu individualisme, utilitarianisme (atau teori kepentingan), teori hak dan
kewgjiban, dan kolektivisme demokrasi (Pennock 1979:170). Kemudian,
munculnya sgumlah pendirian aras pemahaman teoretis menyangkut
demokrasi secara langsung telah pula melahirkan keragaman pandangan
atas bentuk-bentuk atau model-model demokrasi.

Satu hal yang pasti adalah bahwa demokrasi tidak dengan mudah bisa
turnbuh dan berkembang di negara-negara tertenru. Oleh karena itu, tidak
mengherankan bila kemudian bermunculan pula ragam pandangan atas
demokrasi ketika para ahli telah selesai dengan upaya mengkonstruksikan
teorinya. Menurut John Dunn, bagi negara modern demokrasi perwakilan
adalah yang paling sesuai (Karim 1998:7). Masih ada beberapa macam
demokrasi yang lain. MacPherson, membagi demokrasi menjadi empat
jenis, yairu demokrasi protektif demokras pembangunan, demokrasi
keseimbangan, dan demokrasi partisipatoris (Karim 1998:7-8). Kemudian,
Hasted mengajukan lima corak yang lain (Karim 1998:8), yaitu:

e Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-
undang dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang
geg.

e Demokrasi Terpimpin, para pemimpin percaya bahwa semua
tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilu yang
bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.

e Demokras Sosial, yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial
dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan
politik,

e Demokrasi Parrlsipasi, yang menekankan hubungan timbal balik
antara penguasa dan yang dikuasai.
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» Demokrasi Konsosiasional, yang menekankan proteksi khusus bagi
kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat di
antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

Seperti relah disinggung di atas, demokrasi bisa berkembang dengan baik
jika tersedia faktor-faktor pendukungnya. Dalam arti umum, para pakar
sependapat  bahwa kapitalismelah yang paling mendukung perkembangan
demokrasi, sehingga demokrasi sendiri dipersepsikan sebagai bentuk khas
kapitalisme (Rueschemeyer, Stephens, and Stephens 1992:1). Kapitalisme
dan demokrasi seringkali disamakan. Dengan begitu demokrasi politik
tidak bisa dipisahkan dari liberalisme.

Dalam pandangan yang lain tentang bentuk demokrasi, patut kiranya
memperhatikan usulan Lane dan Ersson. Usulan ini berbasis pada hasil
survel komparatif yang diselenggarakan oleh kedua ahli ini. Merujuk
kepada klasifikasi yang dihasilkan oleh Lane dan Ersson, terdapat kondisi-
kondis atau faktor-faktor yang dinilai memiliki dampak yang kuat
unruk menjamin terciptanya sistern demokrasi. Faktor-faktor ini adalah
serangkaian variabel yang sering disebut sebagai kondisi-kondisi  yang
menentukan ke arah terciptanya demokrasi, yakni "structural conditions,
cultural conditions, and ingtitutional conditions' (Lane and Ersson 2003:'82-
85). Dalam pandangan Lane dan Ersson, faktor-faktor ekonomi dan sosial
masuk dalam kategori structural conditions. Kemudian faktor-faktor etnisitas
dan agama masuk dalam kategori cultural conditions dan terakhir; faktor-
faktor yang menyangkut pada rules atau tata aturan politik, sosial, dan
ekonomi masuk dalam kategori ingtitutional conditions. Ketiga kondisi di atas
mempunyai sifat yang saling terkait satu sarna lain tatkala mempengaruhi
variabel kemungkinan demokrasi. Dalam konteks ini, Lane dan Ersson
menentukan variabel independen adalah sarna dengan exogenous variables
dan variabel dependen sarna dengan endogenous variables. Secarajelas Lane
dan Ersson mengatakan bahwa "exogenous is determined from outside of
the political system" dan "endogenous is determined from inside the political
system." Model hubungan variabel yang digarnbarkan oleh Lane dan Ersson
ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat model demokrasi eksogen dan
demokrasi endogen. Demokrasi eksogen adalah bentuk demokrasi yang
dipengaruhi oleh serangkaian faktor-faktor non-politik yang terdiri dari
campuran kondisi-kondisi sosia dan ekonomi, serta budaya (Exogenous
Democracy = Sructural  Conditions + Cultural Conditions). Sedangkan
demokrasi endogen adalah beriruk demokrasi yang dipengaruhi oleh
faktor sigern politik sernata (Endogenous Democracy = Political, Social, and
Economic Rules) (Lane and Ersson 2003:84).

Pandangan Lane dan Ersson yang akhirnya menghasilkan kesimpulan
sebagaimana telah diuraikan di atas, diakuinya pula sebagai produk yang
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sebenarnya masih longgar, artinya tidak terturup kemungkinan untuk
diperdebatkan. Pada bagian akhir dari rulisannya tentang metodologi
analisis demokrasi iru, disebutkan bahwa "no theory can be conclusively
falsified or verified is correct, it remains true that the only way to choose
between alternative modelsis to consult empirical findings and spell out their
implicationdor model testing”" (Lane and Ersson 2003:85). Dalam pandangan
penulis, hasil kesimpulan yang secara tegas memberikan sesuatu yang baru
bagi diskursus demokrasi adalah usul yang patut dihargai dan patut pula
memperoleh apresiasi positif Unruk itu perlu diketahui bahwa kini lahir
lagi bentuk demokrasi baru di samping sgjumlah bentuk demokrasi lainnya;
yairu demokrasi exogen dan demokrasi endogen. Apa yang diusulkan oleh
kedua ahli terakhir ini sesungguhnya hanya ingin menyampaikan bahwa
terdapar jalan keluar di tengah perdebatan panjang tentang demokrasi. Jalan
keluar itu berusaha mengakomodasi dua golongan besar yang senantiasa
berpendirian teguh atas pandangan-pandangannya  tentang demokrasi,
yakni mereka yang mewakili pandangan demokrasi sebagai sebuah sistem
pemerintahan dan mereka yang mewakili pandangan demokrasi sebagai
sesuatu yang lebih dari sekadar sistern pemerintahan. Lalu di manakah kita
memposisikan pendirian sarjana kita masing-masing?

KESIMPULAN

« Bahwa demokrasi adalah rule by the people. Kemudian pemahaman
dan interpretasi atas dimensi rule dan peoplejelas telah menimbulkan
keragaman pandangan atas konstruksi konsep demokrasi itu sendiri.
Keragaman pandangan itu menjadi mengemuka tatkala gagasan
demokrasi berkorespondensi dengan realitas. Ketika bersentuhan
dengan ruang empiris tertentu, sistem demokrasi cenderung menjadi
tidak tepat, terlebih-lebih bila demokrasi itu dipandang dalam
perspekrif klasik.

e Bangunan teori demokrasi pun menjadi turut terbawa-bawa ke arah
yang bervariasi, oleh karena keragaman sudut pandang tadi, Dalam
kondisi yang dernikian ini sesungguhnya teori-teori demokrasi adalah
serangkaian teori yang spasial. Teori-teori yang sifathya spasial jelas
berpengaruh pada munculnya model atau bentuk-bentuk demokrasi
yang beragam. Oleh karena itu, keragaman bentuk demokrasi
menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.

» Perspektif yang beragam, bangunan teori yang beragam, dan bentuk
atau model yang beragam, merupakan kalimar-kalimat kunci yang
senantiasa melekat erat dalam terminologi sistem demokrasi. Jika
demikian halnya maka sangat lumrah bila kemudian demokrasi
sesungguhnya memiliki posisi labil untuk diterima secara universal.
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Hanya untuk tempat dan ruang serta waktu yang benarlah demokrasi
itu dapat diterima dan dijalankan. Sebaliknya, tempat dan ruang
serta waktu yang salah hanya akan menjadikan demokrasi itu sia-sia
belaka

e« Namun demikian, kalaupun demokrasi itu tetap dipaksakan, itu
berarti memerlukan serangkaian konsensus demokrasi. Konsensus
demokrasi itu memiliki ciri "relatif tidak sesuai dengan kebendak-
kehendak demokrasi, tetapi sesuai dengan kehendak-kehendak di mana
ruang demokrasi itu berada."
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